
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
UBJI Transaksi Elektronik [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang lnformasi dan Transaksl e:tektronik [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5952); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-Undanga11 ~baran 
Negara Republik Indonesia Tabun,4!?11:Jti@j "';l-t6, 
Tambahan Lembaran Negara Rep·~~nijsia.,~I 
5256): l; · 

1. Undang-Undang Nornor 13 Tabun 1950 tentang 
Pembenrukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengab; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Ta.mbahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagai.mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 
31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 134, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

Mengingat 

Menbnbang : a. bahwa dalarn rangka memngkatkan kelancaran, efisiensi 
dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 
Kabupaten Jepara, perlu clibentuk Umt Layanan Pengadaan 
(ULP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan Unil Layanan Pengadaan (ULP) 
Kabupaten Jepara; 

lq u..r r 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR s TAHUN 2017 

TENT ANO 

PEMBENTUKAN UNJT l.AYANAN PENGADAAN (ULP) 
KABUPATEN JEPA.RA 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA E:SA 

BlJPATJ JEPARA, 

BUPATl JEPARA 

PROVINS! JAWA TENOAH 

., 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Jepara. 
3. Bupau adalah Bupati Jepara. 
4. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupacen Jepara 
5 Bagian adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Jepara. 
6 Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretanat Daerah 

Kabupaten Jepara. 

Pasal 1 

k'.ETENTUAN UMUM 

Menetapkan PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
LAYANAN PENGADAAN (UI.P) KABUPATEN JEPARA 

BAB I 

MEMUTUSKAN 

8.Peraturan Prcsiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali drubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcempal atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 teruang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

7 Peraturan Pernermtah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pernbinaan Jasa Konstruksi [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3957), 

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagarrnana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemermtahan L)aerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Le.mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peratura.n Pernerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3956), 
sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 29 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
5748), 



a. menghimpun permmtaan layanan pengadaan 
discrahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Derah; 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit 
Layanan Pengadaan mempunyai fungsi : 

Unit Layanan Pengadaao rnempunyai rugas pengkoordmaslan kegiatan 
opcrasional pengadaan barang/jasa di lingkungan Pernerintah Kabupaien 
-Jepara, 

Pasal4 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Togas dan Fungsi 

Pasal 3 

( 1) Unit Layanan Pengadaan berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan 
barang/jasa dihngkungan Pemerintah Kabupaten -Jepara yang 
merupakan lembaga non struktural. 

(2) Unit La.yanan Pengadaan dipimpin seorang Kepala yang berada di bawab 
dan bertaaggung jawab kepada Bupat:i dan secara ex-officio dijabat oleh 
Kepala Bagian Pembangunan. 

Dengan Peraruran Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara 

BAB Ill 

Pasal2 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

7 Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah urut 
organisasi pemerintah yang bersifat non struktural yang bertugas unruk 
menangani proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi 
dan terpadu sesuai peraturan perundangan yang beclaku. 

8. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian Pembangunan yang 
rnengkoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing Ketua Kelompok Kerja 

9. Ketua Pokja adalah ketua yang mengkoordinasikan pelaksaoaaa tugas 
masing-rnasmg Kelompok Kerja. 

10 Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjumya disingkat pokja Pengadaan 
adalab Tim yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telab rnerruliki 
sertifikat keahllan pengadaan barang/jasa pemenntah untuk 
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 

1 l Penyedia barang/jasa adalab badan usaba atau orang perseorangan yang 
kegiat.a.n usahanya menyediakan barang/layanan jasa, 

12. Pejabal pembuat komitrnen, selanjutnya disebut PPK adalab pejabat yang 
dfangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai 
perrulik pekerjaan yang ben:anggungjawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa 

13 Harga Perki.raan Sendiri/Ow11er Estimate yang selanjutnya dismgkat 
HPS/OE adalab nilai pengadaan barang/jas yang dibuat oleh Kelompok 
Kerja Pengadaan dan ditetapkan oleb Pejabat Pembuat Komitmen sebagai 
dasar penimbangan bagi penyedia barang/jasa dalam pembuatan mlai 
penawaran 



(2} KepaJa ULP dalam rnelaksanakan rugasnya berpedornan pada ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

(3) Sekreta.riat diplmpin oleh seorang Sekretaris yang berada dJ bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala UL.P. terdin dan 2(duaj seksi yang 
membantu tugas-tugas kesekretariatan. 

('11 Koordinator mclaksa.nakan pemantauan terhadap pelayanan yang 
dilakukan oleb masing-masing Pokja dan melaporkan pelaksanaan tugas 
kepada Kepala ULP. 

(5) Masmg-maslng Koordinator Pengadaan dalarn melaksanakan pengadaan 
barang/jasa dapat membentuk satu Pokja Pengadaan atau lebih sesuai 
dengan keburuhan. 

(6) Pokja dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada dibawah dan 
benanggung jawab kepada koordmaror. 

(7) Bagan susunan orgamsast ULP sebagairnana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 

RINClAN TUGAS 

Pasal 7 

(1) Kepala UL.P mempunyai rugas memimpin dan bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tu gas clan fungsi ULP Kabupaten Jep~ '-====----- .- - .... ~ 

b. menyiapkan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas 
permintaan masing-masing Pokja Pengadaan: 

c. rnembanru rugas-tugas adnurustrasi Pokja Pengadaan: 
d. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan, 
e. memfasilitasi pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja 

Pengadaan barang/jasa; 
f. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, monitoring 

dan melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa; 
g. menyusun jadwal dan rnenetapkan cara pelaksanaan serta Iokast 

pengadaan, 
h. menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 

pengadaan barang/jasa., 
i. rnembuat laporan mengenai proses dan basil pengadaan kepada PPK 

dan/atau Pejabat Jang rnengangkatnya: 
j. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; 
k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja, 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(II Susunan organisasi ULP terdiri dari · 
a. Kepala: 
b. Sekretariat terdiri dari 

I Seksi Adrninistrasi dan Pengolahan Data; 
2. Seksi Fasilliasl clan sarana prasarana. 

c Koordinator Pengadaan terdiri dari . 
I Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi; 
2. Koordinator Pengadaan Jasa Konsultansi dan jasa lainnya. 

d.Pokja Pengada.a.n. 



(21 Sekreta.nat mempunyai tugas 

a. mengatur formasi Pokja pengadaan yang akan melaksanankan 
pelelangan, 

b. memfasihtasi pengadaan dalam pengadministrasian proses pemilihan 
penyediaan barang/jasa, 

c melaksanakan koorclinasi dengan LPSE berkaitan dengan paket-paket 
pekerjaan yang dllaksanakan oleh penyedia barang/jasa; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran/PPK berkaitan dengan paket-paket pekerjaan yang 
akan dilak.sanakan oleh penyedia barang/jasa dan dokumen 
pengadaan, 

e melaksanakan koordioasi dengan LPSE dalam proses pemilihan 
penyedia barang/jasa; 

f mengumumkan paket yang dilelangkan balk di media cetak, papan 
pengurnuman resmi unruk penerangan umum dan jika memungkinkan 
melalui media elektronik; 

g roenghimpun data HPS da.ri masing-masing koordmator pengadaan; 
h rnenyipkan dokumen yang dlburuhkan Pokja Pengadaan dalam 

pengadaan barang/jasa; 
i. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang 

drsarnpaikan oleh masyarakat; 
j. melaksanakan administrasi persuratan, pengelolaan keuangan, 

perlengkapan kerumah tanggaan, uiformasi dan kehumasan serta 
pelaporan operasional ULP; 

k. memfasilitasi usulan calon pemenang penyedia barang/jasa dari 
pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran/PPK. 

13) Koordinator Pokja Pengadaan mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasikan pelaksanaan operasional kegiatan Pokja 
Pengadaan: 

b. melaporkan data HPS kepada Kepala ULP; 
c. menseleksi personil Pokja Pengadaan, 
d. memfasiUtasi Pokja Pengadaan dalam teknis pelaksanaan pengadaan: 
e. rnelaporkan permasalahan pelaksanaan pengadaan: 
f. melaporkan hasil pengadaan kepada Kepala ULP. 

('1) Seksi Adrninistrasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas: 

a. rnembantu Sekretaris ULP dalarn merencanakan kegiatan menunjang 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk perencanaan anggaran 
ULP; 

b. menyelesaikan administrasi kesekretariatan ULP termasuk pelaporan 
dan pengolahan data baik secara manual maupun elektronik: 

c. mcmbuac percanggungjawaban pengelolaan keuangan ULP; 
d. bertanggungjawab kepada Sekretaris ULP 

(5) Sekst fasilitasl sarana dan prasarana mempunyai tugas: 

a. membantu Sekretaris ULP dalam menyiapkan sarana dan prasarana 
penunjang pengadaan barang/jasa; 

b. Menginventarisasi kebutuhan sarana clan prasarana penunjang 
kesekretariatan ULP dan kebutuhan penunjang Pokja Pengadaan; 

c. mengelola dokumen kearsipan proses pengadaan: 
d. bertanggungjawab kepada Sekretans ULP 



BABVll 

KETENTUA.N PENUTUP 

Pasal io 
(1) Dengan ditetapkannya Peraruran Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 40 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (UJ..P) dan 
Kepurusan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2010 tencang Penetapan 
Personil dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan [ULP) Kabupaten Jepara 
dicabut da.n d.inyatakan tidak berlaku. 

(2) Proses pelelangan yang dllaksanakan setelah clitetapkannya pera.turan 
Bupan ini wajib dilakukan oleh Pokja Pengadaan yang dibentuk dengan 
Kepurusan Kepala ULP yang terse but de lam Peraturan Bupati ini 

BAB VI 

KEPEGAWAJAN 

Pasal 9 

(1) Personil ULP ditetapkan dengan Keputusan Kepala ULP, 

(2) Unruk mendukung kinerja Ut,P den unsur-unsur yang ada clidalarnnya 
dapar diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati; 

(6) Pokja Pengadaan mempunyai tugas: 

a. menyusun metode pernilihan, metode evaluasl, syarat kualifikasi, 
jadwal pengadaan, bentuk usaha dan jenis kontrak; 

b. menyusun dan menyiapkan HPS/OE; 
c. menyiapkan dokumen pengadaan: 
d. merninta persetujuan atas dokumen pengadaan; 
e. melaksana.kan pengumuman pelelangan/seleksi umum/terbatas 

tentang pengadaan melalui media cetak, papn pengurnuman resmi 
untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media 
elektronlk; 

f. melaksanakn penjeiasan paket pekerjaa.n; 
g. membuat addendum dokumen pengadaan; 
h. melakukan penilaian kualifikasi terhadap penyed.ia barang/ jasa, 
i. rnelaksanakan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 
j. membual Belita Acara evaluasi pengadaan; 
k. membuat Berita Acara hasil pengadaan; 
I. rnengusulkan calon pemenang pengadaan; 
m. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepeda PPK; 
n. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Koordinator. 

BABY 

TATA KERJA 

Pasal 8 

( 11 Dalarn melaksanakan rugas, Kepala ULP, Sekretaris, Koordlnator Pokja 
Pengadaan, kepala Seksi, serta Pokja menarapkan prinsip transparansi, 
akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi. intregasi dan 
sinkronisasi secar vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing 
masing maupun antar satuan organisasi seeuai dengan tugas pokok 
rnasing-masing. 

(2) Stander operasional prosedur pelaksanaan ULP diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
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UPATEN JEPARA TA.HUN 2017 NOMOR 5 BERITA DAERAH 

JHWAN 

Diundangkan di Jepara 

Pad a tanggal 23 J e.nuari 2017 

SEK.RETARJS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Peraturan Bu pall ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita. Daerab Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 

Pada ranggal 23 J anuaxi al> 17 

Pasal 11 
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